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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum
dalam  penyelenggaraan  penataan ruang = yang
menyangkut tindak pidana bidang penataan ruang, perlu
optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
penyelenggaran penataan ruang dilaksanakan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penataan ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Penataan Ruang;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
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Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
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wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang
selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.

Kode Etik PPNS Penataan Ruang adalah norma yang
digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh
PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia.

Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap
perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam
sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan
yang  selanjutnya  disebut Wasmatlitrik adalah
serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Penataan

Ruang.
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Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan
keterampilan khusus tentang hal tertentu.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang
telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa
Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

Laporan Kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah
Laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Penataan Ruang
tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana
Bidang Penataan Ruang yang sedang atau telah terjadi,
baik yang ditemukan sendiri maupun melalui
pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada
waktu sedang melakukan Tindak Pidana Bidang
Penataan Ruang, atau dengan segera sesudah beberapa
saat setelah Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang itu
dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang
menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana
Bidang Penataan Ruang.

Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP
adalah tempat dimana suatu Tindak Pidana Bidang
Penataan Ruang dilakukan/terjadi dan tempat-tempat
lain dimana Tersangka dan atau korban dan atau barang
bukti, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang

Penataan Ruang tersebut dapat ditemukan.
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